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Pemkot Yogya Beri Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin

PEMER,,INTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta
memberikan bantuan hukum gratis kepada
masyarakat miskin setempat sebagai upaya
pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terkait
keadilan dan kesamaan kedudukan di hadap-
an hukum.

“Tidak sedikit masyarakat yang belum pa-
ham terkait apa yang harus dilakukan ketika
mendapatkan permasalahan hukum, mung-
kin karena takut akan biaya dan lain seba-
gainya,” ujar Ketua Tim Kerja Bantuan Hu-
kum Pemerintah Kota Yogyakarta Saverius
Vanny Noviandri dalam keterangannya di
Yogyakarta, Selasa.

Dia mengatakan pada 2024 merupakan ta-
hun ketiga layanan bantuan hukum gratis ba-
gi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta de-
ngan alokasi anggaran mencapai Rp264 juta.

Pada 2023 serapan anggaran untuk pro-
gram itu mencapai 53,41 persen.

“Harapannya memang tidak begitu banyak
perkara yang dialami masyarakat Kota Yogya
khususnya yang masuk kategori miskin,” ka-
ta dia.

Sejak tahun pertama diadakan layanan
bantuan hukum secara gratis tersebut, menu-
rut Vanny, Pemkot Yogyakarta telah
menggencarkar} sosialisasi kepada masyara-
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kat melalui Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan ha-
rapan cakupannya bisa lebih diperluas hingga
menyentuh masyarakat di setiap wilayah.

“Sosialisasi sudah dilakukan dan akan
terus kami gencarkan, dengan serapan
anggaran tahun sebelumnya sekitar 50
persen, harapannya di tahun ini lebih opti-
mal. Jangan sampai yang tidak terserap itu
dikarenakan ketidaktahuan akan ketersedi-
aan layanan, berupa bantuan hukum yang
bisa diakses secara gratis bagi masyarakat
yang masuk dalam kategori miskin,” kata dia.

Masyarakat yang dapat mengakses bantu-
an hukum tersebut, kata Vanny, adalah yang
masuk dalam kategori tidak mampu yang ter-
data dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS),. memiliki kartu menuju se-
jahtera.

‘Selain itu, kata dia, adalah mereka yang
memiliki Kartu Indonesia Pintar atau surat
keterangan tidak mampu yang dibuat oleh
pemberi bantuan hukum dan harus diketahui
oleh pejabat penegak hukum.

Vanny menuturkan program bantuan
hukum gratis tersebut memiliki kebijakan
pengecualian perkara, sehingga tidak semua
perkara bisa diajukan dalam fasilitasi ini.

Sejumlah perkara yang dikecualikan an-
tara lain tindak pidana makar, kekerasan sek-
sual, psikotropika dan zat adiktif atau
narkotika, tindak pidana berat terhadap hak
asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak
pidana pencucian uang.

“Untuk dapat mengakses layanan ini, ma-
syarakat’dapat langsung datang ke Bagian
Hukum Setda Kota Yogyakarta ataupun ke
LBH dan/ OBH yang menjadi mitra kami,”

Sosialisasi pemberian bantuan nukum di Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta. kata dia. (*)-d
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